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HUBUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN

hubungan-hubungan semacam itu, tidak akan 
menimbulkan akibat hukum misalnya, janji untuk ke 
kuliah bersama. Jadi hubungan yang berada di luar 
lingkungan hukum bukan merupakan perikatan. 

Menurut A. Pitlo, Perikatan adalah suatu 
hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara 
dua orang atau lebih atas dasar mana pihak yang satu 
berhak (kreditur) dan pihak lain berkewajiban (debitur) 

2atas  sesuatu profesi. 
Menurut Subekti pengertian hukum perikatan 

adalah merupakan hubungan hukum dalam hal 
mengenai harta benda yang terjadi diantara dua 
pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak 
menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang 

3lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu.  
Perlu diketahui bahwa hubungan antara 

perikatan (verbintenis)  dengan perjanj ian 
(overeenkomst) adalah perjanjian menimbulkan 

Pendahuluan 
Sebagaimana diketahui bahwa perikatan 

merupakan suatu hubungan hukum antara orang-
orang tertentu yaitu antara kreditur dan debitur. 
Mengenai kreditur biasanya disebut sebagai pihak 
yang aktif, sedangkan debitur biasanya disebut pihak 
yang pasif. Sebagai pihak yang aktif kreditur dapat 
melakukan tindakan-tindakan tertentu terhadap 
debitur yang pasif yang tidak mau memenuhi 
kewajibannya. Tindakan kreditur dapat berupa 
memberi peringatan akan melakukan penuntutan di 
pengadilan dan sebagainya. 

1Menurut R. Setiawan , perikatan adalah suatu 
hubungan hukum,  yang artinya hubungan yang diatur 
dan diakui oleh hukum. Hubungan hukum ini perlu 
dibedakan dengan hubungan-hubungan yang terjadi 
dalam pergaulan hidup berdasarkan kesopanan, 
kepatutan dan kesusilaan. Pengingkaran terhadap 

Agreement (Overeenkomst) is an event when one party promises to another party to perform a case based 
on the event, and then the legal relations arise between both parties. In the Contracting Agreement, the 
Principles of Legal Relations between both parties explained on (Burgerlijk wetboek) certain following 
principles: Principle of responsibilities correlations of all parties, Principle of the assertiveness of contractor 
responsibilities, Principle of the prohibition to any changes in the agreement price, Principle of the freedom 
to terminate the agreement unilaterally.

Key Words: Legal Relations, Contracting Agreement  

Abstrak

Perjanjian (Overeenkomst) merupakan suatu peristiwa dimana pihak yang satu berjanji kepada pihak lain 
untuk melaksanakan suatu hal berdasarkan peristiwa tersebut, lalu timbul Hubungan Hukum  antara kedua 
belah pihak.  Di dalam Perjanjian Pemborongan mengenai Prinsip Hubungan Hukum antara kedua belah 
pihak telah dijelaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu terdapatnya beberapa prinsip 
sebagai berikut : Prinsip korelasi tanggung jawab para pihak, Prinsip Ketegasan tanggung jawab 
pemborong, Prinsip Larangan Perubahan Harga Perjanjian, Prinsip Kebebasan Pemutusan Perjanjian 
Secara Sepihak.

Kata Kunci : Hubungan Hukum, Perjanjian Pemborongan  
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Perlu dijelaskan bahwa perikatan yang timbul 
dari perundang-undangan terbagi atas :
1. Karena undang-undang saja, misalnya 

hukum perkawinan dalam hal hubungan 
antara orang tua dengan anak, dan hukum 
kewarisan.

2. Karena akibat dari undang-undang, yaitu 
akibat yang dikarenakan dari perbuatan 
orang atau manusia menurut hukum dan 
t e r j a d i  k a r e n a  p e r b u a t a n  y a n g  
diperbolehkan hukum (sah) dan yang 
bertentangan dengan hukum (tidak sah).

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, 
maka penulis mengangkat permasalahan tentang 
hubungan hukum dalam perjanjian pemborongan.

Subjek dan Objek dari Perikatan
a. Subjek dari Perikatan

Sehubungan dengan subjek dari suatu perikatan 
maka dalam melakukan suatu tindakan hukum, sering 
ditemukan yang bertindak sebagai subjek hukumnya 
adalah badan hukum yang dalam hal ini Perseroan 
Terbatas (PT). Perlu diketahui bahwa yang disebut 
subjek hukum adalah orang atau manusia sebagai 
pemegang hak dan kewajiban. Oleh karena badan 
hukum dianggap sebagai orang, maka badan hukum 
juga merupakan subjek hukum. Oleh karena itu maka 

5dikenal adanya    yaitu : 1). Subjek hukum orang, dan 
2). Subjek hukum bukan orang. Subjek hukum bukan 
orang bisa juga terdiri dari :
 1. Badan hukum misalnya PT, negara, badan-

badan internasional dll.
2. Bukan badan hukum, misalnya persekutuan 

perdata, CV. Firma,  perkumpulan dan lain-
lain. (untuk jelasnya lihat diagram berikut).
Perseroan terbatas (PT) sebagai badan hukum 

mampu bertindak melalui orang atau wakilnya 
melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu PT juga 
merupakan subjek hukum dan selaku subjek hukum 
mandiri bisa mempunyai hak dan kewajiban dalam 
hubungan hukum. Badan hukum sebagaimana 
halnya manusia pribadi, harus memenuhi          
persyaratan tertentu agar dapat diakui sebagai subjek 
hukum.

 Kembali ke persoalan semula yaitu tentang 
tindakan-tindakan kreditur, bahwa dalam hal ini yang 

perikatan, dengan kata lain perjanjian merupakan 
salah satu sumber yang paling banyak menimbulkan 
perikatan. Untuk diketahui juga bahwa hukum 
perikatan adalah merupakan bagian dari hukum harta 
kekayaan (vermogenrecht), maka perikatan lebih luas 
dari perjanjian, sebagaimana bunyi dari KUHPerdata 
Pasal 1233 yaitu : “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik 
karena persetujuan maupun karena undang-undang”.

Persetujuan atau perjanjian merupakan suatu 
peristiwa dimana pihak yang satu berjanji kepada 
pihak yang lain untuk melaksanakan suatu hal 
berdasarkan peristiwa tersebut, lalu timbul hubungan 
hukum antara    kedua belah pihak. Hubungan hukum 

4itulah yang dinamakan perikatan. 
Sehubungan dengan uraian-uraian di atas perlu 

ditegaskan yaitu  undang-undang menyatakan bahwa 
sumber-sumber dari perikatan adalah  perjanjian dan 
undang-undang (pasal 1233 KUHPerdata). 
Disebutkan pula  (Pasal 1352 KUIlPerdata) bahwa 
perikatan-perikatan yang dilahirkan dari   undang-
undang bisa timbul dari undang-undang saja, atau 
dari undang- undang sebagai akibat dari perbuatan 
manusia. Perbuatan manusia atau  orang ini pun ada 
dua macam, yaitu perbuatan manusia yang 
dibolehkan dan perbuatan manusia yang melanggar 
undang-undang atau perbuatan melawan hukum 
yang disebut onrechtmatigedaad,
a. Perikatan yang lahir dari perjanjian

Sebagaimana diketahui bahwa perjanjian 
adalah salah satu sumber dari  perikatan, oleh 
karena itu perikatan yang lahir dari perjanjian 
akan menimbulkan hubungan hukum yang 
memberikan hak dan meletakkan  kewajiban 
kepada para pihak yang membuat perjanjian 
berdasarkan atas  kemauan dan kehendak 
sendiri dari para pihak yang bersangkutan yang 
mengikatkan diri tersebut.

b. Perikatan yang lahir dari Perundang-undangan
Perikatan yang lahir dari undang-undang adalah 
perikatan yang terjadi karena adanya suatu 
peristiwa tertentu sehingga melahirkan 
hubungan hukum yang menimbulkan hak dan 
kewajiban di antara para pihak yang 
bersangkutan, bukan berasal atau merupakan 
kehendak para pihak yang bersangkutan, 
melainkan telah diatur dan ditentukan oleh 
undang-undang.
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DIAGRAM PEMBAGIAN SUBJEK HUKUM 
6
)

Subjek Hukum :

Orang

Bukan Orang

Bukan badan hukum

Badan hukum

Badan hukum privat

Badan hukum publik

prestasi adalah untuk memberi sesuatu, untuk 
berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu 
(KUH Perdata Pasal 1234). Perikatan untuk 
memberi ialah kewajiban seseorang untuk 
memberikan sesuatu yaitu untuk menyerahkan 
sesuatu. Apabila hutang itu wujudnya untuk 
memberikan barang tertentu maka debitur juga masih 
mempunyai kewajiban lain yaitu memelihara barang 
itu sebaik-baiknya sampai pada saat penyerahannya. 
Pemeliharaan itu meliputi juga penjagaan barang itu 
terhadap kerusakan dan kemusnahannya.

Berdasarkan dari uraian-uraian di atas perlu 
diketahui bahwa syarat-syarat untuk sahnya suatu 

8perikatan adalah sebagai berikut .  
1. Objeknya harus tertentu, dan khususnya 

terhadap perikatan yang timbul dari perjanjian.
2. Objeknya harus diperbolehkan, dan tidak 

bertentangan dengan undang-undang, 
ketertiban umum atau kesusilaan.

3. Objeknya dapat dinilai dengan uang,yaitu suatu 
hubungan hukum dalam lapangan harta 
kekayaan.

4. Objeknya harus mungkin, yaitu secara subyektif 
atau obyektif.

dinamakan kreditur adalah tertentu orangnya, 
sebagai contoh : A meminjamkan uang kepada B, 
dalam hal ini A merupakan kreditur dari suatu 
perjanjian hutang piutang dan piutangnya itu sendiri 
adalah piutang yang atas nama yaitu atas nama A          
di mana penyerahan piutang yang atas nama itu harus 
dengan cessie. 

Sehubungan dengan hal di atas, perlu diketahui 
bahwa kreditur sewaktu-waktu dapat berganti kecuali 
penyerahan piutang yang atas nama. Pengganti-
pengganti kreditur itu memiliki hak kualitatif dari 
kreditur-kreditur yang lama. Tetapi bagaimanapun 
juga debitur harus tertentu orangnya. Hutang-hutang 
yang dipindahkan kepada orang lain tanpa ada 
bantuan dari krediturnya tidak mungkin. Untuk dapat 
menyerahkan hutang-hutang kepada orang lain maka 
diperlukan persetujuan dari kreditur agar kreditur 
mengetahui dengan pasti debiturnya dapat 
mengambil tindakan-tindakan yang perlu apabila 
debitur tidak memenuhi kewajibannya.

 b. Objek dari Perikatan
Objek dari perikatan adalah prestasi, dalam hal 

ini debitur berkewajiban atas suatu prestasi dan 
kreditur berhak atas suatu prestasi. Wujud dari 

7
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d i s a h k a n  o l e h  p e r a t u r a n  p e m e r i n t a h  
(Regeringsverordening) No. 9 Tanggal 28 Mei Tahun 
1941 dan dimuat dalam Ta m b a h a n  L e m b a r a n  

11Negara (TLN) No. 14751. )
Perlu diketahui bahwa AV 41 isinya terdiri 

dari 3 bagian :
a. Bagian kesatu memuat syarat-syarat  

administrasi
b. Bagian kedua memuat  syarat -syarat  

bahan
c. Bagian ketiga memuat syarat-syarat teknis

Ketentuan-ketentuan dalam AV 41 t e r s e b u t  
pada umumnya merupakan peraturan-peraturan 
yang bersifat administratif, dan hanya berlaku 
sepanjang para p ihak t idak menentukan 
lain (lihat gambar : 2 s/d 3). Peraturan-peraturan dari 
AV 41 ini diberlakukan karena ternyata KUHPerdata 
sangat sedikit sekali mengatur tentang masalah 
p e l a k s a n a a n  p e m b o r o n g a n .  Wa l a u p u n  
buku  AV  41  t e r sebu t  me rupakan  has i l           
keb i jaksanaan dar i  pemer in tah ko lon ia l ,  
namun karena isinya baik dan mempunyai 
landasan hukum yang kuat maka hingga 
kini masih tetap jadi acuan dalam p e l a k s a n a  
p e k e r j a a n  p e m b o r o n g a n  y a n g  
d i l e l a n g k a n  ( P e r a t u r a n  AV  4 1  s a m p a i  
sekarang belum dicabut  atau dibatalkan 
oleh pemerintah RI).

Perjanjian dalam Bidang pemborongan
a.  Perjanjian Pemborongan dalam KUH Perdata

KUHPerdata Indonesia tidak banyak mengatur  
tentang perjanjian pemborongan pekerjaan ini. Yaitu 
hanya terdapat dalam 14 pasal saja, mulai dari Pasal 
1601b dan Pasal 1604 sampai dengan Pasal 1616. 
Namun demikian, sungguhpun singkat dan kelihatan 
sederhana sekali, tentunya KUHPerdata tersebut 

9berlaku sebagai hukum positif di lndonesia.
Perlu ditegaskan bahwa ketentuan-ketentuan 

perjanjian pemborongan didalam KUHPerdata 
berlaku baik bagi perjanjian pemborongan pada 
proyek-proyek swasta maupun pada proyek-proyek 
pemerintah. Perjanjian pemborongan pada 
KUHPerdata itu bersifat pelengkap artinya ketentuan-

ketentuan perjanjian pemborongan dalam 
KUHPerdata dapat digunakan oleh para pihak dalam 
perjanjian pemborongan atau para pihak dalam 
perjanjian pemborongan dapat membuat sendiri 
ketentuan- ketentuan perjanjian pemborongan 
asal tidak dilarang oleh undang-undang, tidak 
bertentangan dengan ketertiban umum dan 

10kesusilaan.  

b. Perjanjian Pemborongan dalam AV 41
Salah satu peraturan yang berkenaan dengan 

suatu proyek pembangunan adalah apa yang sering 
disebut dengan AV 41, yang merupakan singkatan 
dari Algemene Voorwuarden voor de uitvoering bij 
aanneming van openhare werken 1941. Ketentuan ini 
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PROSEDUR PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN

PEMERINTAH/DEPARTEMEN

PELELANG (PEMBERI TUGAS) PENERIMA S.K.OTORISASI

1. Design Gambar
2. Bestek
3 Surat Undangan/ 

4. Pemberesan status 
tanah/bangunan/ ijin-ijin dsb.

5. Penetapan oleh Perencana

AANWIJZING/PENUNJUKAN

1. Panitia Lelang
2. Perencana
3. Pemborong

Hadir :

BERITA ACARA/ DAFTAR PENUNJUKAN

Pembukaan surat-surat penawaran
Dibuat oleh panitia lelang / perencana
Disetujui oleh : wakil dari pemborong

PEMASUKAN PENAWARAN

Pembukaan surat-surat penawaran
1.  Panitia lelang
2.  Perencana
3.  Pemborong

Hadir :

PENENTUAN PEMBORONG PELAKSANA

A. Diketahui semua pemborong peserta
B. Tertulis dengan waktu tertentu
C. Oleh pemberi tugas + pemborong

SURAT PEMBERIAN PEKERJAAN
(GUNNING / PELULUSAN)

DARI PANITIA LELANG

SURAT PERJANJIAN
PEMBERI TUGAS + PEMBORONG

PEMBORONG PERENCANA

PEMBORONG PERENCANA

1. Surat Penawaran
2. Jaminan Pelelangan

PEMBORONG DIREKSI/PENGAWAS

1. Penata kuasa /
Pelaksana

2. Persiapan pelaksanaan
3. Rencana kerja
4. Gambar-gambar detail

1. Persiapan pengawas
2. Penetapan pengawas

Persetujuan :
- Rencana kerja
- Gambar-gambar
- Pelaporan

Gambar : 2
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BAGAN HUBUNGAN TUGAS, WEWENANG, HAK DAN

LANDASAN KERJA UNTUK PELELANGAN
 

PELELANGAN
Fungsi : Pembangunan (Pemberi Tugas)

Kedudukan Tugas dan Wewenang

Pemborong utama
Direksi/Pengawas

Teknis, Administrasi
& AnggaranBiaya

- Menetapkan macam pelelangan
- Menetapkan pemborong yang 

boleh ikut serta dalam penawaran
- Menetapkan pemborong yang 

ditunjuk
- Menandatangani perjanjian 

kerja
- Menyediakan dana yang 

diperlukan
- Menetapkan perpanjangan 

waktu
- Menetapkan denda
- Menetapkan pekerjaan 

tambah/kurang
- Menetapkan direksi/pengawas

Landasan dalam tugas masing-masing :

- Penunjukan pemborong yang obyektif
- Perjanjian
- Gambar rencana dan bestek
- Daftar /B.A. Penunjukan
- SU 41 atau AV 41
- Peraturan pemerintah lain

DIREKSI/PENGAWAS
- Orang atau badan yang diangkat/ ditunjuk 

oleh Pelelang untuk mengawasi pekerjaan 
sehingga sesuai dengan syarat-syarat 
yang telah ditentukan.

Tugas/kewajiban umum;
- Pengawas sehingga syarat-syarat yang 

telah ditetapkan dipenuhi (teknis & 
administratif)

- Memberi petunjuk / pedoman / perintah 
kepada pemborong dalam pelaksanaan.

- Mengusahakan lahan bangunan siap pada 
waktunya

- Dimana perlu (jika bestek menentukan) 
tanah untuk bongkar, muat, timbun bahan 
/ alat-alat dsb.

Fungsi :
- Unsur kontrol (pengawas) dibidang teknis 

+ administratif
- Unsur pembantu dalam bidang teknis 

pelaksanaan

Hak :
- Menerima pembayaran pada waktu 

menurut syarat-syarat

Kedudukan :
- Organisatoris teknis diabawah Pengelola 

Proyek
- Taktis teknis sebagian penasehat ahli dan 

staf teknis dibidang pelaksanaan (adm + 
teknis).

Syarat-syarat sebagai Pengawas :
- Ahli dalam teknis yang bersangkutan
- Ahli dalam peraturan / syarat-syarat dan 

pengetrapan yang bersangkutan.

PENDORONG
- O rang /badan  yang  menge r j akan  

pekerjaan menurut syarat-syarat yang 
telah ditentukan dengan dasar imbalan 
pembayaran menurut jumlah tertentu 
(tetap) dengan resiko untung, rugi atau 
pas-pasan

Tugas/Kewajiban umum :
- Melakukan tugas pelaksanaan sesuai 

syarat-syarat yang telah ditentukan 
(bersama)

- Mengikuti/ tunduk kepada direksi segala 
perintah/petunjuk/pedoman yang tidak 
menyalahi syarat-syarat

- M e m b e r i  l a p o r a n  /  d a t a - d a t a  
perkembangan pekerjaan, bahan / tenaga 
dengan tepad kepada Direksi/pengawas.

Fungsi :
- Unsur pelaksana fisik

Hak :
- Menerima pembayaran pada waktu 

menurut syarat-syarat

Kedudukan :
- Organisatoris teknis dibawah Direksi
- Taktis finansial bebas (pengaturan 

pengeluaran) dan kontrol dibawah Direksi 
(penerimaan, pembayaran).

- Kalau ada perselisihan tunduk komisi 
Arbitrase atau Pengadilan.

Syarat-syarat sebagai Pemborong :
- Modal sesuai
- Tenaga  ah l i  yang  be rsangku tan  

cukup/sesuai
- Pengalaman kerja sesuai/baik.

Gambar : 3
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3. Tanggung jawab pemborong sampai dengan 
jangka waktu 10 th (Psl 1609)

3). Prinsip larangan perubahan harga perjanjian
Yang dimaksud dengan prinsip larangan 

perubahan harga perjanjian adalah bahwa pihak 
pemborong tidak boleh mengubah perjanjian secara 
sepihak dg menaikkan harga borongan (Psl 1610), 
dengan alasan telah terjadi.
1. Telah terjadi kenaikan upah buruh, atau
2. Telah terjadi kenaikan harga bahan bangunan 

dan,
3. Terjadinya perubahan pekerjaan serta tambahan 

pekerjaan yang tidak termasuk dalam rencana 
tersebut.

d. Prinsip Kebebasan Pemutusan Perjanjian 
Secara Sepihak
Prinsip ini berasal dari Pasal 1611 KUHPerdata. 

Prinsip ini menentukan bahwa pihak pemberi tugas 
bebas memutuskan perjanjian di tengah jalan secara 
sepihak (meskipun disebutkan di dalam perjanjian) 
walau tanpa kesalahan dari pihak pemborong, 
asalkan pemberi tugas tersebut mengganti kerugian 
(biaya yang telah dikeluarkan dan keuntungan yang 
hilang) dari pekerjaan tersebut. Prinsip ini 
menyimpang dari prinsip hukum perjanjian yang 
umumnya berlaku bahwa para pihak tidak dapat 
memutuskan perjanjian di tengah jalan kecuali 
disetujui oleh kedua belah pihak atau dengan 
keputusan pengadilan atau pembatalan harus 
dimintakan kepada hakim yaitu melalui keputusan 
pengadilan (Pasal 1266 KUHPerdata).

Simpulan

Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa oleh 

Pasal 1611 KUHPerdata hanya diberikan hak untuk 

memutuskan perjanjian secara sepihak hanya 

kepada pihak pemberi tugas, hak mana tidak 

diberikan kepada pihak pemborong, dapat dimengerti 

karena apabila suatu konstruksi terbengkalai 

(stagnasi), maka pihak pemberi tugas yang lebih 

besar kemungkinan menghadapi masalah Misalnya 

sulit atau lamanya proses mencari pemborong 

pengganti. Untuk menghindari masalah seperti itu, 

maka undang-undang tidak memberikan hak 

pemutusan perjanjian ini kepada pihak pemborong. 

Seharusnya dalam hal ini Undang – Undang No. 18 

Prinsip Hubungan Hukum dalam Perjanjian 
Pemborongan

Mengenai prinsip hubungan hukum dalam 
perjanjian pemborongan yang terdapat dalam 
KUHPerdata adalah sebagai berikut :
A. Prinsip Korelasi Tanggung Jawab Para Pihak

Prinsip ini menyatakan tanggung jawab dari para 
pihak yang dikaitkan dengan penyediaan bahan 
bangunan. Dalam hal ini Psl 1604 KUHPerdata                
menentukan bahwa dalam suatu perjanjian pekerjaan 
pemborongan, jika pihak pemborong yang harus 
menyediakan bahan bangunannya,  maka              
apabila sebelum diserahkan pekerjaan rusak atau 
hancur dan dalam keadaan bagaimana pun juga 
setiap kerugian yang timbul adalah merupakan         
tanggung jawab dari pihak pemborong, kecuali dapat 
dibuktikan bahwa pihak pemberi tugas juga ikut 
melakukan kesalahan yang merupakan kausa dari 
kondisi pekerjaan tersebut. Sebaliknya apabila bahan 
bangunan  disediakan oleh pihak pemberi tugas 
sementara pihak pemborong hanya berkewajiban 
melakukan pekerjaan dari segi tenaganya saja, maka 
apabila pekerjaannya musnah dan dalam hal ini pihak 
pemborong hanya bertanggung jawab untuk 
kesalahannya saja. Sehubungan dengan hal tersebut 
terakhir, yakni dalam hal pihak pemborong hanya 
berkewajiban melakukan pekerjaannya saja, 
kemudian pekerjaannya musnah sebelum diserahkan 
tanpa ada kesalahan dari pihak pemborong, maka 
pihak pemborong tetap "tidak berhak" untuk 
menerima harga borongan, kecuali dalam hal 
1. Pemberi tugas telah bersalah yakni lalai d

memeriksa dan menyetujui pekerjaannya, dan
2. Musnahnya pekerjaan tersebut akibat dari cacat 

dari bahan ybs.

b. Prinsip Ketegasan Tanggung Jawab 
Pemborong
Menuru t  p r i ns ip  i n i  t e rhadap  sua tu  

pembangunan gedung (Psl 1605) KUHPerdata, maka 
pihak pemborong yang juga dianggap sebagai ahli 
bangunan mesti bertanggung jawab secara hukum 
atas pekerjaan yang dibuatnya, jika kemudian 
bangunannya musnah atau rubuh (seluruhnya atau 
sebagian) asal memenuhi syarat-syarat sebagai 

)berikut :
1. Yang diborongkan adalah pembangunan 

gedung
2. Pekerjaan diborongkan untuk suatu harga 

tertentu, dan

:
alam 
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